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o Gaotherrhal is'an’ altematlve form of energy..tﬁat we' cmdopsm ,
on for today and the fiture, as well as’d ‘solition tb'SoIve ' the scareity of

electnclty in Indonesia. Unfortunately, the geothermal industry in our

country is confronted with a lot of obstacles, techniqally::amg-nog;
technically- as -woll;:as’ a:rasult -this industry. has: a: difficulty to- .grow.

Geothermal is on®.y of the. primary: energy: ithat:can be :renewed.
(Renewable Resourcesj:and environmental-friendly- (Green Energy)-and
it can also be used as a soutce of electric-enargy. Geothermat is:said to
be environmental-frisealy: because:it is-tlean: (dogsnit-contain-GOg2).and
other " elemeénts::that:: are’ found i “geatharmial: do ot -proquce .any
consequences to environment. According to Law Na; 27 :in:2003.about
geothermal (which is called The Law of Geothermal), the definition of
geothermal is: “A source of heat energy that is contained inside hot
water, water vapor and rocks, as well as all of the minerals and other
gases that cannot be separated from a geothermal genetically and a
mining process is required for its utilization.”

Pendahuluan

Panas Bumi merupakan sumber energi panas (berasal dari
pemanasan batuan, air, dan unsur-unsur lainnya) yang terbentuk secara
alamiah dibawah permukaan bumi. Agar panas bumi dapat
dimanfaatkan, maka periu dilakukan kegiatan penambangan panas bumi,
sehingga energi panas bumi dapat ditransfer ke permukaan bumi dalam
bentuk uap dan air panas atau kombinasi dari keduanya plus unsur-unsur
lainnya.

Kegiatan usaha penambangan panas bumi antara lain meliputi
survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survey
pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta
analisis mengenai kondisi geologi, geofisika, dan geokimia sehingga
dapat diperkirakan lokasi cadangan sumber daya panas bumi. Hasil
survey pendahuluan digunakan dalam eksplorasi yang bertujuan untuk
menemukan dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya
panas bumi.

Sementara itu kegiatan eksplorasi antara lain mencakup
penyelidikan geologi, geofisika, pengeboran uji dan sumur eksplorasi.
Yang dimaksud dengan eksplorasi sumber daya panas bumi adalah
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“pencarian cadangan sumber daya panas bumi yang meliputi kegiatan
penyelidikan geo-sain terpadu seperti penyelidikan geologi, geokimia,
geofisika dan penyelidikan landaian- sumur termasuk pemboran sumur
eksplorasi guna menetapkan potensi cadangan panas bumi.” Sedangkan
studi kelayakan bertujuan untuk menilai aspek - bisnis usaha
pertambangan panas bumi. R
Apabila telah memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan
dengan eksploitasi yang kegiatannya antara lain mencakup pengeboran
sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pengembangan fasilitas
lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi. | -

Sumber daya panas bumi di Indonesia

Untuk tujuan penerimaan negara kebijakan pemajakan atas
penghasilan dari pengusahaan sumber daya panas bumi di Indonesia
biasanya ditempuh melalui berbagai instrument fiskal yang lazim
dilaksanakan terhadap penghasilan dari pengusahaan sumber daya alam
terutama hasil produksi minyak dan gas bumi.

Tujuan pemerintah selaku tuan rumah ialah  untuk
memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui kegiatan
pengusahaan berupa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. o

Pemerintah seharusnya mendisain sistem kebijakan pemajakan
atas pengusahaan sumber daya alam sehingga mampu menghasilkan
tingkat penerimaan yang wajar baik kepada negara maupun  industri,
menghindari berbagai tindakan spekulatif, membatasi beban administrasi
yang tidak perlu, menyediakan fleksibilitas usaha, dan menjaga suatu
tingkat persaingan bisnis yang sehat dan pasar yang efisien. ' B

Sumber daya panas bumi umumnya terdapat dalam tiga jenis
yaitu Hydrothermal resource, Geopressured resource, dan Hot Dry Rock.
Hydrothermal resource, terbentuk ketika pusat air bawah bumi
mengalirkan panas bumi menuju permukaan melalui sirkulasi air atau
uap. Geopressured resource, terjadi karena proses sedimentasi geologis
batu-batuan di dalam bumi yang menghasilkan fluida sebagai sumber
energi panas bumi. Hot Dry Rock, terjadi karena proses pergerakan
gempa tektonik yang menghasilkan aliran air dengan temperatur tinggi
sebagai sumber daya energi panas bumi. ,

Sesuai UU Panas Bumi, penerimaan negara terdiri dari pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perierimaan pajak terdiri atas
pajak, Bea Masuk, dan pungutan lain atas cukai dan impor, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. PNBP terdiri atas pungutan negara berupa
iuran tetap dan iuran produksi serta pungutan negara lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
bonus.
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.. ... Yang dimaksud iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada
negara_sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, stidi kelayakan
dan. eksploitasi, pada_suatu Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
(disebut Wilayah .Kerja). Sedangkan iuran produksi adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh ‘dari usaha
pertambangan panas bumi. o

. _.Aas _penerimaan negara dari panas ‘bumi dibagi kepada

Pemerintah Pusat_dan Pemerintah Daerah ‘(Pemerintah Propinsi dan

EE

Pemerintah Kabupaten/Kota) dengan Ketentuan bahwa atas penerimaan
pajak, pembagiannya diatur sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
dan atas PNBP yang berasal dari iuran tétap dan iuran produksi,
pembagiannya ditetapkan dengan ratio: 20%. :-80% antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya bagian pemerintah
daerah . tersebut dibagi dengan ketentuan. 16% untuk Pemerintah
Propinsi, 32% untuk Kabupaten/Kota, dan sisanya sebesar 32% untuk
Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.
Sistem pemajakan atas penghasilan dari perigusahaan sumber
daya alam pada umumnya dibedakan menurut dua sistem pengusahaan
yaitu sistem konsesi dan. sistem kontrak. Sistem Konsensi, yang
memperbolehkan kepemilikan sumber daya alam secara privat seperti di
Amerika _yaitu . dimana perusahaan . selaku pihak yang menerima
pemindahan . hak atas sumber daya alam setelah berproduksi akan
membayar royalty dan pajak penghasilan kepada pemerintah. Sistem
Kontrak, dimana pemerintah tetap memiliki hak atas sumber daya alam.
Pengusaha selaku kontraktor menerima bagian ‘dari produksi atau
penerimaan penjualan hasil eksploitasi seperti minyak, gas bumi dan
panasbumi. = S L
~Dalam perkembangan industri panas bumi di Indonesia terdapat
bebagai faktor. kendala yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu
kendala teknis. dan kendala non teknis. Kendala teknis lebih disebabkan
pada pemilihan teknologi yang tepat, karena untuk mentransfer. sumber
energi uap dan air panas dari, dalam perut bumi ke ‘permukaan .
memeriukan teknologi yang .canggih. Perkembangan teknologi yang
begitu cepat dapat mengatasi kendala teknis tersebut. Sedangkan
kendala non teknis lebih disebabkan pada masalah kepastian hukum dan
usaha (Legal and Business Certainty). Hal tersébut dapat menyebabkan
biaya investasi yang tinggi karena para investor tidak dapat sacara dini
dan pasti mengkalkulasi biaya investasinya. Kendala non teknis_tersebut

merupakan _disinsentif bagi  investor .untuk melakukan pengembang

panas bumi. Bagi calon investor kendala non teknis diduga sebagai
faktor utama kurang berminatnya investor memasuki (entry) industri

panas bumi.
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Berdasar Keppres No. 45 Tahun 1991 maka terdapat dua
kemungkinan pengembangan energi panas bumi mulai pengembangan
lapangan uap hingga penyerahan listrik ke konsumen. Kemungkinan
pertama adalah Pertamina atau bersama kontraktor Kontrak Operasi
Bersama (KOB) membangun dan mengoperasikan lapangan dan
menyerahkan uap ke PT. PLN sedangkan pembangunan PLTP dilakukan
oleh PT.PLN sampai penyerahan listrik ke konsumen akhir. Sedangkan
kemungkinan kedua adalah Pertamina atau bersama kontraktor KOB
membangun, mengoperasikan lapangan uap dan membangun PLTP lalu
menyerahkan listrik ke PT.PLN, sedangkan penyerahan listrik ke
konsumen akhir dilaksanakan oleh PT. PLN.

Suatu KOB di samping mengatur tata cara pengusahaan secara
teknis juga memuat pokok-pokok ketentuan pemajakan atas penghasilan
yang diperoleh pengusaha selaku kontraktor (pengusaha) yang
melaksanakan Kontrak Operasi Bersama selama periode kontrak.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumiah penghasilan neto usaha
yang menjadi dasar menetapkan setoran bagian pemerintah dan royalti
PERTAMINA. ‘

Penghasilan neto usaha atau penghasilan kena pajak diperoleh dari
penerimaan ~ penjualan energifiistrik selama satu tahun fiskal dan
dikategorikan sebagai penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh
1994 dikurangi dengan biaya operasi dan biaya umum/administrasi yang
merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara
penghasilan tetapi diluar kewajiban pajak-pajak tidak langsung seperti
PPN / PPnBM, PBB, Bea Masuk dan pungutan lainnya.

Subjek Pajak

Subjek pajak pada industri pengusahaan sumber daya panas
bumi terdiri atas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (Pertamina), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama/KOB (Joint
Operation Contract), Pemegang lzin Pengusahaan Sumber Daya Panas
Bumi, Pengusaha swasta di bidang penyediaan tenaga listrik selaku
pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan
Koperasi di bidang penyediaan tenaga listrik selaku pemegang izin usaha
ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Objek Pajak -

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Waijib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Waijib
Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun
termasuk di dalamnya adalah laba usaha.
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Pokok-pokok ketentuan pemajakan tersebut adalah bahwa penenmaan
penjualan energillistrik atau penghasilan merupakan penerimaan uang

hasil pen;ualan listrik melalui - “point of interconnection” ke pembeli PT.,

PLN sesuai dengan mekanisme “Energy Sales Contract’ selama satu
tahun fiskal, biaya-biaya operasi merupakan jumlah biaya yang boleh
dikurangkan dari - penerimaan bruto. yang meliputi biaya-biaya
sehubungan operam ‘pengusahaan, sumberdaya panas bumi, Penyusutan
merupakan  biaya pengurang .penghasilan _atas ‘pengalokasian
pengeluaran untuk harta yang disusutkan mesklpun atas perolehan harta

tersebut akan menjadi milik PERTAMINA-dan diatur’ dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 766/KMK.04/1992, Amortisasi merupakan
pengurangan dari pengeluaran untuk harta tak berwujud yang boleh
diamortisasikan sesuai dengan maksud ketentuan UU PPh 1984,
Penghasilan kotor (gross income) merupakan jumiah uang hasil operasi
pengusahaan sumber daya panas bumi yang merupakan baglan
kontraktor, kerugian merupakan saldo negatif pengurangan antara ‘gross
income” dengan biaya opera51 penyusutan amortisasi, dan biaya-biaya
lainnya sejak tanggal operasi pertama (date of first operation). Sisa
kerugian dapat dikreditkan. (dikompensasikan) terhadap penghasilan di
tahun fiskal berikutnya berturut-turut selama 8 tahun, dan Net Operating
Income atau Penghasilan: kena Pajak (Taxable Income) merupakan
penerimaan atas penjualan listrik yang diterima atau diperoleh selama
satu; tahun fiskal dikurangi. dengan blaya-blaya usaha dalam rangka
mendapatkan, menagih, -dan memelihara penghasilan, tidak termasuk
PPN/PPnBM, PBB, Bea Masuk, Bea Meterai, dan pajak-pajak tidak
langsung lainnya namun tetap memperhltungkan sisa kerugian yang
belum dikreditkan atau dlkompensaSlkan

Biaya-biaya operasi merupakan jumlah biaya yang boleh
dikurangkan = dari penerimaan bruto yang meliputi biaya-biaya
sehubungan operasi pengusahaan. sumberdaya panas bumi terdiri atas
biaya buruh, barang dan jasa dalam operasi harian, biaya sehubungan
operasi lapangan panas bumi, biaya operasi sumur, biaya operasi
produksi uap (steam), biaya reparasi dan pemeliharaan operasi dan
biaya-biaya -sehubungan dengan .. kegiatan pengeboran (production
drilling) sumur panas bumi yang mellputl bnaya bahan dan jasa dalam
pengeboran sumur yang telah memiliki reservoir panas bumi termasuk
pengeboran kembali sumur yang tidak produktif dan biaya pembuatan
akses jalan dan pendaratan helikopter langsung ke lokasi sumur panas
bumi. Selain itu, biaya-biaya eksplorasi pengeboran terdiri atas barang,
upah dan jasa yang . dibebankan selama pengeboran sumur dalam
upaya mendapatkan reservoir energi panas bumi dan biaya pembuatan
akses jalan, pendaratan helikopter langsung ke lokasi sumur panas bumi,
biaya-biaya upah, bahan dan jasa untuk pembebasan/penyiapan fasilitas

84 R " Volume 11, Nomor 1, Januari 2007 -



lapangan sumur panas bumi, biaya-biaya sehubungan dengan survey
geologis, topografi, geokimia, geofisika, survey seismik (gempa bumi)
dan penetapan temperatur sumur yang akan dibor, serta biaya-biaya
eksplorasi lainnya yang masa pembebanannya kurang atau sama
dengan satu tahun pajak, juga biaya-biaya jasa sub kontrak atas beban
kontraktor (pengusaha), biaya-biaya sehungan asuransi atas harta
gerak/tak gerak, pegawai sehubungan dengan kegiatan operasi
lapangan, biaya-biaya kerugian yang tidak termasuk dalam beban
asuransi, biaya-biaya sehubungan pembayaran royalti, patent, design,
management fee kepada pihak ketiga non afiliasi dan diperbolehkan
sebagai pengurang menurut ketentuan undang-undang pajak
penghasilan, serta biaya-biaya sehubungan keausan dan penghancuran
persediaan bahan. | ,

Penyusutan merupakan biaya pengurang penghasilan atas
pengalokasian pengeluaran untuk harta yang disusutkan meskipun atas
perolehan harta tersebut akan menjadi milik PERTAMINA dan diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 766/KMK.04/1992 bahwa
tarif penyusutan atas harta yang digunakan dalam fasilitas lapangan
panas bumi maksimal 50% dari nilai buku dengan metode saldo menurun
(declining balance) dan depresiasi akan dihitung setahun pajak penuh
sejak tahun aktiva tersebut digunakan untuk operasi dan sisa
pengeluaran yang belum disusutkan dapat disusutkan sekaligus diakhir
masa ekonomis harta tersebut. N

Jenis harta yang boleh disusutkan meliputi perlengkapan
konstruksi, bengkel, fasilitas pembangkit listrik dan air, gudang dan jalan
disekeliling lapangan tidak termasuk jalan masuk/keluar dan pendaratan
helikopter, perumahan, wisma peristirahatan dan fasilitas rekreasi
sehubungan dengan kegiatan konstruksi, fasilitas ‘produksi, peralatan
produksi pengeboran baik diatas/dibawah permukaan tanah, kendaraan,
pesawat, peralatan kantor, serta peralatan lain yang boleh disusutkan
sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) .dan
peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk menbangun
fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.

Amortisasi merupakan pengurangan dari pengeluaran untuk harta
tak berwujud yang boleh diamortisasikan sesuai dengan maksud
ketentuan UU PPh 1984 meliputi biaya patent, biaya franchises, biaya
konsesi, biaya lisensi, dan biaya lain seperti biaya bunga dan harta tak
berwujud lain sesuai GAAP serta semua biaya yang dikeluarkan
sehubungan operasi sumberdaya panas bumi yang dikelompokkan
dalam harga perolehan harta-harta disusutkan (depreciable assets) dan
fasilitas PLTP. Biaya Umum dan Administrasi terdiri atas gaji, upah, dan
kenikmatan karyawan lainnya (employee benefit) yang menjadi beban
kontraktor dan subkontraktor berdasarkan basis pembebanan tetap dan
diterapkan secara konsisten setelah disetujui PERTAMINA.
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Emplaoyee. benefit meliputi tunjangan, hari raya, cuti, sakit, asuransi,
pensiun, ;prpgram pelatlhan ken‘kmatan natura ]uga ’peban untuk nset
danjasa. . " . 4
teknik yang, di ,kan pihak | laln bagi kepentmgan kontraktot KOB sérta
biaya,. perjalahan ~karyawan  dari/ke’ luar negeri ke/daﬁ IndoneS|a
sehubungan kepentmgan kohtraktor KOB

Kewallbgn Egrpajakan [ ‘ | e
. .Secara khusus Pasai 4 ayat 1 Keppres No.49 tahun 1991
tertanggal . .12° November 1 991 manyebutkan ‘bahwa  kewajiban
perpajakan . pengusaha kepada Negara berupa penyetoran ‘bagian
pemerintah, dan pengusahaan ‘sumber daya panas buri, gerhltungannya'
didasarkan atas penerimaan bersih usaha (net operatmg income)

. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada industri
pangusahaan sumber daya panas bumi d"dasarkan atas penghasilan
neto (bersih) usaha,dengan memperhatikan ketentuan oblek pajak yang
diatur dafam pasaf 4.ayat 1 UU PPh dan ketentuan mengenai biaya- biaya
pengurang sepem dunajcsud dalam Pasal 6 UU PPh.

Perpajakan ba%;1 Industri Panas Bumi = ’

Pengus 8, sebaga| subjek pajak seperti yang telah dlsebutkan di
atas, wajib  menyetorkan bagian pemermtah sebesar 34% dari
penerimaan, bersih usaha dari pengusahaan panas bumi kepada negara
dalam rekening penerimaan panas bumi Departemen Keuangan pada
Bank indonesia. Bagian pemerintah sebesar 34% tersebut dlberlakukan
sebagai penyetoran pajak penghasilan.

. Dalam penyetoran bagian pemerintah tersebut, telah termasuk

semua kewauban pembayaran pajak-pajak ‘dan pungutan-pungutan,
kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku..
Pajak-pajak - dan pungutan-pungutan yang tercakup “dalam baglan
pemerintah tersebut terdiri atas Pajak Penghasnlan (PPh) Pajak
Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas
barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea masuk,
Bea meterai dan pungutan-pungutan lainnya sesua: dengan aturan
perundang-undgngan yang berlaku.

Tarif . PPh sebesar 34% di atas juga telah memperhitungkan
branch profit tax apabila pengusaha lindustri panas bumi berstatus
Bentuk, USaha Tetap (BUT). Masalahnya tidak semua péngusaha industri
panas bumj . adalah BUT (WP Luar Negen), apalagi dengan
dlberlakukannya ketentuan mengenai usaha penyednaan tenaga fistrik
oleh swasta yang dapat dtse!enggatakan oleh badan usaha swasta (yang
dapat berbentuk perusahaan dalam | negen atau campuran) dan koperasl
yang berstatus WP Dalam Negeri. o
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Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Bagian pemerintah sebesar 34% harus disetorkan setiap triwulan,
selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan. Keterlambatan melakukan penyetoran atas jumiah bagian
pemerintah yang tidak atau kurang disetor dikenakan sanksi administrasi
sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari jatuh tempo
sampai dengan hari penyetoran dan bagian dari bulan dihitung penuh.
satu bulan. Perhitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah
itu, wajib pula dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Moneter (sekarang
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) Departemen Keuangan
selambat-lambatnya tanggal 30 setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

- PPh Potongan/Pungutan dan PPN/PPnBM

Di dalam kontrak pengusahaan tidak diatur secara khusus
masalah pemotongan PPh Pasal 21/26 atas gaji dan imbalan lain
sehubungan dengan pekerjaan bagi karyawan domestik maupun
kayawan asing. Karena tidak diatur secara khusus di dalam kontrak,
maka perlakuan terhadap pemotongan PPh Pasal 21/26 atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan, berlaku ketentuan
umum seperti yang diatur dalam UU PPh beserta peraturan
pelaksanaannya. ‘

Pajak Impor terdiri atas Bea masuk, PPh Pasal 22 serta PPN dan

- PPnBM bagi pengusaha panas bumi, berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No.766/KMK.04/1994, disebutkan bahwa atas impor barang
operasi oleh pengusaha untuk keperluan pengusahaan sumber daya
panas bumi, tidak dipungut bea masuk, PPN dan PPnBM serta PPh
Pasal 22. Jadi pengusaha panas bumi tidak dipungut PPN karena
mendapat fasilitas perpajakan PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Sedangkan PPh Pasal 22 berkaitan dengan adanya pemungutan
pajak atas transaksi pembelian barang-barang/peralatan dari (kepada)
pabrikan domestik (local purchase), seperti pembelian semen, mobil, dan
bahan bakar minyak.

Dengan tidak adanya pengecualian terhadap pengenaan pajak
atas transaksi pembelian bahan baku berupa semen, otomotif dan bahan
baker minyak dari dalam negeri, menyebabkan periakuan pajak yang
tidak seimbang dan memberikan disinsentif bagi kegiatan perekonomian
domestik. Seharusnya untuk memberikan kesamaan periakukan
perpajakan, atas pembelian barang-barang operasi termasuk semen,
mobil dan bahan bakar minyak (dalam jumlah yang tidak sedikit dan
langsung kepada pabrikan atau distributor utama untuk mendapatkan
harga yang menarik) juga dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 22,
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| karena pemungutan PPh Pasal, 22 tgar;gebut akan mempengaruhi cash

flow pengusaha meskipun dapat menjach kredit pajak pada’ perh'tungan
SPT PPh, akhlz tahun. dan pembebasan pengenaan PPh Pasal 22 atas
liance cost bay

pemunqnt {pabrikan, dan ¢

disamping . u;xtuk menghmdarkan upaya-upaya _Qembelian (impor) dari
luar negeri. ‘atas barangbarang yang sebqnarnya dapét’ diproduksi di
dalam negen dalam rangka memperkuat perekonomlan nasuonal ‘
Penutup e ‘ ' ST
_— Dengan be:lakunya Undang-Undang Panas Buml dan’ Undang-
Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peru dnlakuf(an
penyempurnaan regulasi yang menyeluruh dan terpadu tidak - secara
parsial (antara lain sistem tata niaga, pazpajakan, pungutan, dan retribusi
daerah, impor barang modal) dengan tujuan menciptakan _‘khm |hvestas|
panas bumi yang. menarik dan kondusif. Begulasn dan implementasinya
seyogyanya lebih sederhana netral, transparan a‘kuntabilltas dah pastl
sehingga membenkan rasa nyaman dan aman bagi investor.

Dalam rangka membenkan kepastuan hukum “dan’ ‘usaha (Legal
and Business. Ceztalmy) bagl lnvestor petun;uk pelaksana maupun teknis
dari undang-undang panas bumi agar segera dtterbltkan Pe‘tunjuk lebih
lanjut dari undang-undang panas bumi seyogyanya dapat memberikan
solusi atas permasalahan yang timbul dalam rangka pengembangan
panas = bumi, Oleh’ karenanya ‘Departemen 'ESDM hendaknya
manglkutsertakan instansi. pemenntah terkait dalam Jmenyusun petunjuk
pelaksanaan dari Undang-Undang Panas Bumi.

1 Ketemuan lebtﬁ Janjut tentang perpajék‘a'h “a‘tas kegiatan
_pada Direktorat
rhubung befum

penanbangan _panas . buml dlsgrahkan sepen'
~ Jenderal Pajak selaky. .Tax_ Autortty di. Indonesi
ratanya, psngambangan sumber. ‘ehergi . mmef donésia “karena
tunduk pada masing-masing _ Undang-Undang _ (Misal: MIGAS  diatur
dalam. Undang-Undang No. 22 Th 2001 dah’ 'Panas Bumi diatut dalarn
Undang-Undang No.27 ' Th 2003) dan pola “konsumsi masyarakat
(termasuk industri) yang terpusat pada MIGAS padahal jumlahnya sangat
terbatas, pemerintah, periu_menerbitkan Undang-U dang Energi sebagai
pedoman pengembangan dan pemanfaatan energn d| Indonesla

Daftar Pustaka .~ . ,'

Indortesian Tax' Rewew (2006) ’
Keputusan Presidén No.'49 Th 1991 tanggal 12 Nowmber 1991 tentang
‘Perlakuan ' Pajak- Peﬂghﬁsﬁaﬁ Pajak - Pertambahan . Nilai .dan
- Pungutan-PungutarLainnya: Terhadap Pelaksanaan Kuasa: dan
ljin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan
Energi/Listrik.
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Naskah yang diterima oleh Dewan Redaksi akan diteliti/di-review sebelum dapat
ditentukan untuk diterbitkan. Keputusan akhir mengenai isi, persetujuan dan
tanggal publikasi ditentukan oleh Dewan Redaksi. Keputusan mengenai isi yang
berkaitan dengan hal-hal spesifik akan ditentukan oleh Redaksi. Redaksi berhak
untuk menyunting, sepanjang tidak mengubah isi dan maksud dari tulisan.
Apabila naskah diterbitkan, maka penulis akan menerima dua eksemplar dari
Majalah BINA EKONOML. )

Berikut adalah pedoman untuk penulisan dan penyerahan naskah. Naskah yang
tidak memenuhi pedoman ini akan dikembalikan kepada penulis. Setelah
disesuaikan dengan pedoman, penulis dapat menyerahkan kembali naskah
tersebut untuk diteliti.

Kategori Naskah

1. Naskah harus merupakan tulisan ilmiah, baik berupa opini, ulasan, atau hasil
penelitian.

2. Naskah harus dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

3. Naskah hendaknya berhubungan dengan keilmuan dari Ekonomi,
Manajemen dan Akuntansi.

Pengetikan dan Persyaratan Lainnya

1. Naskah harus diserahkan dalam bentuk hasil cetakan (print out) asli pada
kertas ukuran B5 (18.2 cm x 25.7cm), diketik dengan jarak 1 spasi dan jenis
huruf Arial ukuran 11, dengan margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-
masing 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 2,5 cm. Jumlah halaman hendaknya
berkisar antara 10-20 halaman.

2. Naskah diserahkan bersama file dalam format MS-WORD di dalam CD-
ROM.

3. ‘Penulisan paragraph harus dimulai dari tepi kiri baris dengan satu kali
tabulasi, kecuali paragraf pertama setelah judul ditulis rata tepi kiri.

4. Judu! tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar.
Semua tabel dan gambar mempunyai nomor urut dari 1.

5. Rujukan/kutipan suatu referensi di dalam naskah dilakukan dengan
menyebutkan nama penulis dan tahun yang diapit tanda kurung. Contoh:
(Sujono, 1998).

6. Referensi ditulis dengan format menurut abjad yang mengandung: Penulis.
Tahun. Judul. Tempat penerbitan: Nama penerbit.

7. Naskah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan dalam publikasi
apapun.






